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B bangsa, bahas;_ibu / dagra
Maha Fsa, Agama, adat-istiad:
Berbagai perbedaan ini di satu sisi-adalah potensi kekuatan, namup dissi e
rentan dijadikan sebagai alat penghancur / pemecah belah. Ojeh b

menjadi penting pengelolaan perbedaan-perbedaan yang dimiliki
Indonesia oleh semua komponen dan anak bangsa secara saday dengan

Oleh :
| Wayan Wijararaga, AP,
(Pustakawan IPDN Kampus NTB)

&

, Fas, budaya, kuliner, dap lain-fain

bangsa

rasa dan jiwa nasionalisme yang cukup untuk menjadikannya pilar-pifar
kenegaraan yang konstruktif memajukan dan mensejahterakan
kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan Cita-cita
kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum g dalam
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesja
Tahun 1945 sebagai berikut : “ ... untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakay

ketertiban dunia...” (alenea ke-empat).

NKRI  sampai  dengan sekarang  adalah
-mmmnmuummmaummmu
llsynht.llmutliﬂaﬂhh(luq‘mlmﬁ.ﬁﬂ
Huah,:ﬂl:t)lmpnﬂmihlmmmrls
timulai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1948 yang
ll-pkllll’(luhrllmnl‘mni)mlkmmdmﬂ
pemerintah RI dap Keputusan Gubernur Jenderal Hindia
BelandaNomor 13 Tahun 1938 dengan membentuk DUUP Hindia
MMIST&II%MM‘(WM
Umum Urusan Pegawai) wntuk pegawai yang mengabdi pada

Mhulﬂ-iamm“‘I
S—— Negara, demikian juga termasuk di dalamaya
PAS  mengalami banyak  penataan  dan
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Und omor

Und lome!
perdampingan dony
sebap?
tentang Pemerintahan Daeral

= Agustus 1955), Kabinet
I kamudian lahirnya Undang
fmana diubah dengan Undang
Pokok-Pokok Kepegawalan
lang Nomor 22 Tahun 1999
i Undang Nomor 32 Tahun 2014
“ampar dengan sekarang pengaturan-
nya dengan Undang Undang Nomer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
sipil Negara (ASN) beserta selurwh ketentuan pelaksanaannya.
Kesomua itu monandakan posisi penting dan strategisnya PNS/ASN
bagi penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus perannya
mempersatukan bangsa Indonesia dari berbagal ancaman disintegra-
si bangsa.
b) Peradaban bangsa; Sejarah aparatur birokrasi mulai dari masa
penjajahan sampai dengan diproklamirkannya kemerdekaan Indone-
sia tahun 1945, sudah turut serta dalam perjuangan baik langsung
melalui konfrontasi pertempuran di medan perang maupun diplomasi
dan penyelenggaraan administrasi kenegaraan. Eksistensi aparatur
birokrasi setelah kemerdekaan semakin strategis sebagai bagian
penyelenggara Negara dalam kapasitasnya menjadi abdi Negara dan
abdi masyarakat. Melekat menjadi fungsi pengayoman dan pelayanan
menyentuh langsung warga Negara dalam berbagai aspek penyeleng-
garaan administrasi pemerintahan yang sangat dibutuhkan
keberadaannya ditengah-tengah masyarakat serta untuk menjamin
tetap berjalannya siklus kehidupan berbangsa dan bernegara.
¢) Kaderisasi; Tumbuh kembang PNS/ASN memiliki sejarah panjang
dalam kaderisasi dan terus menerus melakukan penyempur-
naan-penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
jaman/peradaban bangsa, khususnya dalam hal rekrutmen, baik
melalui jalur umum maupun khusus. Jalur umum melalui rekrutmen
lusan lembaga pendidikan umum, seperti : SD, SLTP, SLTA,
(D1, D-II, D-I, D-IV), Sarjana ($-1, $-2, S-3), dan/atau
ketrampilan tertentu. Sedangkan rekrutmen jalur khusus
melalui jenjang pendidikan kedinasan atau prestasi khusus dan luar
biasa dari berbagai bidang keahlian ( olahragawan, peneliti,
penemuan teknologi baru, dan lain-lain). Muaranya semua adalah
dalam rangka menyediakan sumber daya PNS/ASN yang berkualitas
sebagai penyelenggara pemerintahan dan penegak idealisme kebang-
saan dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
bermottokan Bhineka Tunggal lka. Kriteria rekrutmen PNS/ASN
berdasarkan perundangan yang mengaturnya, sudah sangat selektif,
sehingga jiwa nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Hal ini
menjadi modal penting bagi Negara menugaskannya sebagai perekat
integrasi bangsa keseluruh sebaran wilayah administratif Negara
Republik Indonesia. yang berdasarkan Pancasila dan UUD
, bermottokan Bhineka Tunggal Ika. Kriteria rekrutmen PNS/

n perundangan yang mengaturnya, sudah sangat uh§
nasionalismenya sudah tidak diragukan lagi. Hal
nting bagi Negara menugaskannya sebagai perekat
luruh sebaran wilayah administratif Negara

ana diubah ¢

{

Ketoraturan dan ketertiban jalsnmya sildhis penys-
longgaraan pemerintahan untuk mewujgdkan twjuan
Negara menjadi tugas dan tangguagjawab selurwh kempe-
nen bangsa baik secara pribadi maupun kelombagasn,
maumMIMM‘

PR

interaksi sosial ditengah-tengah warga Negara maupen
antar warga Negara itu sendiri, sshingga terjamin
kolangsungan kehidupan bangsa yang amanm, myaman,
damai dan terkendali dalam wadah NKRI. Keberadaan dan
kehadiran PNS/ASN bisa Tut Wuri Handayani ( di depan
memberi contoh), Ing Madyo Mangunkarse ( di
tengah-tengah untuk mengajak), Ing Ngarse Sungtulods (
di belakang sebagai pendorong) reda pemerintahan,
mmh“m
3.Agen pemersatu bangsa. Penyebaran PNS/ASN yang
mencakup seluruh pelosok tanah air, malai dari level
terdepan sebagai ujung tombak perekat ajegnya NKRI,
melalui berbagai profesi, seperti : medis/paramedis (
bidan, mantri, perawat, dokter ), guru, penyuluh ( pertani-
an, KB, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain
), aparatur Desa/Kelurahan sampai dengan level Kecama-
tan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Ini
adalah modal besar dan mendasar yang dapat dijadikan
poulentir - poulentir penjaga persatuan dan kesatuan

Pada akhirnya PNS/ASN yang berwawasan kebang-
saan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar
Negara Rl Tahun 1945 dituntut berperan aktif
agen perubahan dan jembatan informasi <
kepada warga Negaranya dari berbagai kalangan
strata sosial serta penjaga stabilitas keutuhan NKRI
bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya.
Jangkauan posisi ini sangat mungkin dibebankan kepada
PNS/ASN. Harapan besarnya adalah NKRI semakin maju
dan sejahtera serta diperhitungkan dalam pergaulan
internasional sebagai bangsa yang besar dan kompetitif
secara IPOLEKSOSBUDHANKAM  (ldiologi, Politik,
Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan dan Keamanan).
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